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ABSTRACT 

Road infrastructure is one of the important sectors in supporting urban progress. In 

urban development planning, evaluation is needed so that development plans can 

run optimally. This study aims to determine and describe the evaluation of the road 

infrastructure development planning deliberation (Musrenbang) in Semarang City. 

This study uses a qualitative descriptive approach. The selection of informants was 

carried out using purpose sampling and snowball sampling techniques. The 

evaluation of the development planning deliberation (Musrenbang) was measured 

using the Deliberative Planning theory according to Jurgen Habermas, namely the 

principle of deliberation, the principle of reasonableness, and the principle of 

freedom. The evaluation process is influenced by driving and inhibiting factors 

according to the theory of Community Participation According to Slamet (Nurbaiti, 

2017: 227). The research findings show that the road infrastructure development 

planning deliberation (Musrenbang) in Semarang City has been running quite well, 

but there are still some obstacles. The enthusiasm of the participants is quite high, 

the principle of representation is fulfilled, the media used is sufficient, and the 

provision of complete materials. However, it is necessary to increase community 

participation and improve in terms of monitoring and supervising the realization of 

musrenbang proposals. The results of the study can be explained that there are 3 

driving factors, namely awareness and willingness and community participation.  

Keywords: Development Planning, Development Planning Deliberation, 

Deliberation Planning 
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LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah negara 

berkembang yang mempunyai tujuan 

untuk mensejahterakan rakyat. 

Sebagaimana dalam Pembukaan 

UUD 1945 disebutkan bahwa salah 

satu tujuan yang dimiliki oleh Negara 

Indonesia yaitu memajukan 

kesejahteraan umum. Menurut 

Conyers (1991), perencanaan adalah 

upaya sistematis untuk mencapai 

suatu tujuan.  

.Untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi ditunjang 

dengan salah satu sektor strategis 

yaitu infrastruktur jalan. Perencanaan 

Pembangunan Kota Semarang 

diselenggarakan dengan didasarkan 

pada visi yang tertuang dalam 

RPJMD Kota Semarang 2021-2026 

yaitu Terwujudnya Kota Semarang 

yang Semakin Hebat yang 

berlandaskan Pancasila dalam bingkai 

NKRI ber Bhineka Tunggal Ika.  

Kondisi infrastruktur jalan bisa dilihat 

berdasarkan informasi dari RPJMD. 

Kota Semarang Tahun 2021-2023 

Sebagai berikut: 

Gambar 1.1 Kondisi Jalan 

di Kota Semarang Tahun 

2021 

 

Sumber : RPJMD Kota 

Semarang Tahun 2021-2026 

Dari total panjang jalan sesuai 

surat keputusan Walikota tentang 

status jalan sepanjang 839.901 meter, 

jalan dalam kondisi baik mencapai 

731.013 meter (87,04%), kondisi 

sedang sepanjang 47.108 meter 

(5,61%), (atau jalan kondisi mantap 

sepanjang 778.121 meter atau sebesar 
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92,64%), sisanya adalah kondisi 

rusak ringan sebesar 37.855 meter 

(4,51%) dan kondisi rusak berat 

sebesar 23.925 meter (2,85%). 

Sedangkan jika dilihat secara 

kewilayahan, kondisi jalan rusak 

berat banyak terjadi di Kecamatan 

Genuk (30,06% dari total panjang 

jalan dengan kondisi rusak 

berat),Tembalang (9,27%),dan Mijen 

(15,13%) dan Semarang Barat 

(9,89%)  

Gambar 1.2 Perkembangan 

Bidang Infrastruktur Jalan di 

Kota Semarang tahun 2016-2020 

 

Sumber : Bappeda Kota Semarang 

Berdasarkan data tabel diatas, 

maka ketercapaian infrastruktur jalan 

di Kota Semarang belum tercapai 

secara maksimal dikarenakan untuk 

proporsi panjang jaringan jalan dalam 

kondisi baik dan sedang masih 

fluktuatif dari tahun 2016 ke tahun 

2017 mengalami kenaikan sebesar 

1,03 persen, sedangkan di tahun 

berikutnya tahun 2017 ke tahun 2018 

data mengalami penurunan sebesar 

1,66 persen. Selain itu di tahun 2019 

ke tahun 2020 data kondisi jalan 

dalam keadaan baik dan sedang 

mengalami kenaikan sebesar 2,99 

persen. 

Penyediaan dan pemeliharaan 

jalan juga belum maksimal karena 

tidak semua jalan dilengkapi dengan 

fasilitas standar. Selain itu, anggaran 

pendapatan dan belanja daerah tahun 

2023 meliputi perbaikan infrastruktur 

jalan di kawasan tersebut, Jalan 
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Hamka Profesor, Jalan MT Haryono. 

.Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang 

melalui DPU Semarang terus 

mempercepat banyak pembangunan 

infrastruktur jalan  di Kota Semarang.  

Hal tersebut disebabkan oleh kendala 

anggaran yang cukup besar yang 

diperlukan untuk proyek tersebut.  

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Winarendra 

Imam Prakoso dan Ari Subowo pada 

tahun 2018 yang berjudul 

menyatakan bahwa musrenbang di 

Kota Semarang belum efektif karena 

tidak ada kesempatan masyarakat 

dalam memberikan pendapatanya. 

Belum dilakukan secara terbuka dan 

saling percaya. Tingkat partisipasi 

belum tercapai dengan maksimal 

usulan-usulan yang telah di 

disampaikan pada musrenbang 

Kelurahan yang tidak semuanya dapat 

terakomodir. 

Musrenbang Kota Semarang 

berdasarkan pada Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2024 

Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan RKPD di Kota 

Semarang. Untuk usulan yang masuk 

dalam Musrenbang RKPD Kota 

Semarang Tahun 2024 sebagian besar 

usulan yang masuk dari masyarakat 

tentang jalan. Hal ini bisa dilihat dari 

tabel berikut: 

Tabel 1.3 Daftar Usulan 

Musrenbang RKPD Kota 

Semarang di Fisik 

N

o 

Kegia

tan 

Kate

gori 

Kecama

tan  

Lokasi  Volume 

1 Pemba

nguna

n SDN 

Bongs

ari 01 

Bang

unan 

Tugu Jl. 

Condrokus

umo RT 9 

RW 2 

BONGSA

RI 

1 unit 

2 Rehab 

Gedun

g Pos 

paud 

Bang

unan 

Semaran

g Barat 

Kantor 

kelurahan 

Jerakah 

RT 4 RW 

3 

JERAKA

H 

1 unit 

3 Pemba

nguna

n 

Gedun

g Paud 

Bang

unan 

Tugu Kelurahan 

Mangkang 

Kulon RT 

05 RW 04 

MANGKA

NG 

KULON 

1 unit 
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4 SMP 

Negeri 

Bang

unan 

Pedurun

gan 

Jl. Dempel 

Lor RT 0 

RW 23 

MUKTIH

ARJO 

KIDUL 

1 unit 

5 Pembi

naan 

siswa 

PAUD 

/ 

Pesant

ren 

mini, 

TPQ ( 

Al 

Mansu

ri ), 

penga

daan 

kursi 

meja 

dan 

buku 

bacaan 

Bang

unan 

Tembala

ng 

KELURA

HAN 

KRAMAS 

RT 01 RW 

01 

KRAMAS 

1 

kegiatan 

6 Pemba

nguna

n 

Puskes

mas 

Tlogos

ari 

Wetan 

Bang

unan 

Pedurun

gan 

Jl. Dolog 

Lor RT 10 

RW 01 

TLOGOS

ARI 

WETAN 

1500 

meter 

7 Perbai

kan 

salura

n air 

dan 

grill 

Bang

unan 

Semaran

g 

Selatan 

Jl. 

Basudewa 

(SDN 

Bulustalan

) RT 8 RW 

4 BULU 

STALAN 

1500 

meter 

8 Norma

lisasi 

Salura

n 

Jalan Semaran

g 

Selatan 

Jl. HOS 

Cokroamin

oto Raya 

dan 4 RT 

02 RW 03 

BARUSA

R 

150 

meter 

9 Pemba

nguna

n 

salura

n 

draina

se jl. 

kalisar

i baru 

rt 6 rw 

5 

Jalan Semaran

g 

Selatan 

Jl. Kalisari 

Baru RT 

06 RW 05 

BARUSA

RI 

750 

meter 

10 Norma

lisasi 

dan 

Perbai

kan 

Salura

n 

Jalan Semaran

g 

Selatan 

Jl. 

Suyudono 

RT 01,02 

RW 04 

BARUSA

RI 

200 

meter 

Sumber:Dokumen Bappeda Kota 

Semarang Tahun 2023 

Berdasarkan laman resmi 

pemerintah Kecamatam Mijen, 

berikut merupakan contoh kasus salah 

satu penyelenggaraan musrenbang di 

Kecamatan Mijen pada tanggal 9 

Februari 2023, output perencanaan 

lebih berfokus pada sektor 

pemberdayaan masyarakat. Pada 

program pengendalian banjir, yang 

dilakukan pada 2023 dan 2024 akan 

dilakukan di Kali Plumbon, Jembatan 

Beringin, tol tanggul laut dan sheet 

pile bersama Kementerian PUPR. 

Walaupun dilakukan oleh 

Kementerian PUPR, namun terdapat 

bagian-bagian yang tetap harus 

dilakukan oleh Pemerintah Kota  

Gambar 1.3   Tabel Upaya Banjir 

dan Rob Tahun 2016 – 2020 di 

Kota Semarang: 
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Sumber : RPJMD Kota 

Semarang Tahun 2021-2026 

Berdasarkan Peraturan Walikota 

Semarang No 25 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Musrenbang di Kota 

Semarang, anggaran yang diberikan 

kepada kecamatan untuk 

merealisasikan usulan sarana dan 

prasarana jalan, saluran dan jembatan 

lingkungan permukiman dengan 

kebutuhan pendanaan di atas Rp. 

200.000.000 (dua ratus juta rupiah).  

Menurut pendapat dari Jürgen 

Habermas, kata “DELIBERATION” 

berasal dari bahasa Latin deliberatio 

yang berarti “nasihat”, 

“pertimbangan”, atau “nasihat” (Sari 

2013). Hakikatnya, perencanaan 

musyawarah merupakan respon 

terhadap tindakan reflektif dan 

kolaboratif. Untuk mengatasi hal 

tersebut, konseling bertujuan untuk 

menciptakan rencana yang dapat 

diterima untuk mengatur kegiatan 

para peserta secara optimal. Masing-

masing rencana mempengaruhi dan 

memodifikasi kebutuhan para 

pesertanya sehingga tujuan dan 

kepentingan mereka dapat selaras 

(Forester, 1993). 

B. Perumusan Masalah 

a) Identifikasi Masalah 

1. Untuk melakukan perbaikan 

jalan harus terlebih dahulu 

mengatasi masalah banjir 

2. Kendala anggaran yang cukup 

besar untuk menangani 

infrastruktur jalan di Kota 

Semarang 

3. Pemberdayaan menjadi salah 

satu prioritas rencana 

pembangunan tahunan Kota 

Semarang Tahun 2025 

4. Ada usulan yang diajukan 

Murembang yang dianggap 

tidak tepat untuk menjawab 
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permasalahan dan kebutuhan 

masyarakat 

5. Tantangan pembangunan 

keputusan dewan selalu politis 

dalam menjaring aspirasi 

masyarakat, pemimpin diganti 

program tetap jalan. Terdapat 

perubahan situasi, setelah 

dimasukkan ke sipd tidak bisa 

didiskusikan. 

b) Rumusan Masalah 

1. Bagaimana evaluasi 

musyawarah perencanaan 

pembangunan (Musrenbang) 

dalam infrastruktur jalan di 

Kota Semarang? 

2. Apa faktor-faktor yang 

menjadi pendukung dan 

penghambat evaluasi 

musyawarah perencanaan 

pembangunan (Musrenbang) 

infrastruktur jalan di Kota 

Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

1 Untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan evaluasi 

dalam musyawarah 

perencanaan pembangunan 

(Musrenbang) infrastruktur 

jalan di Kota Semarang 

2 Untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan evaluasi 

dalam musyawarah 

perencanaan pembangunan 

(Musrenbang) infrastruktur 

jalan di Kota Semarang 

 

D. Kajian Teori 

1. Administrasi Publik 

Menurut Soewarno 

handayaningrat (1988:20, 

administrasi berasal dari bahasa 

Belanda Administratie yang berarti 

kegiatan surat-menyurat dan catat-

mencatat. Menurut Chandle dan 

Plano (2008 : 3) administrasi publik 



 

8 

adalah Proses dimana asal daya dan 

personil publik diorganisir dan 

dikoordinasikan buat 

memformulasikan, 

mengimplementasikan, serta 

mengelola (manage) keputusan-

keputusan pada kebijakan publik..  

2. Paradigma Administrasi 

Publik 

Paradigma Old Public 

Administration 

Wilson (1887) berpendapat 

bahwa menegakkan suatu konstitusi 

lebih sulit daripada menyusunnya 

sehingga memerlukan peningkatan 

sumber daya intelektual dalam 

penyelenggaraan negara yang efektif 

dan efisien.  

Paradigma New Publik Management 

Menurut Rosenbloom & 

Kravchuck (2005), beberapa 

keuntungan dari penerapan NPM 

adalah bahwa pembangunan birokrasi 

selalu memperhatikan aspek pasar, 

mengutamakan persaingan dan 

kontrak untuk mencapai hasil, lebih 

memperhatikan kebutuhan pelanggan 

dan lebih responsif daripada 

operasional itu sendiri. 

Filosofi NPS Denhardt menekankan 

bahwa pemerintah tidak boleh 

dijalankan seperti korporasi tetapi 

harus melayani rakyatnya secara 

demokratis, adil, tidak memihak, 

tidak diskriminatif, jujur, dan 

bertanggungjawab. (Denhardt & 

Denhardt, 2016). 

Penerapan good governance,. Konsep 

tata kelola, yang dikemukakan oleh 

Stoker (1998, 17-18), mengacu pada 

gaya pemerintahan yang berkembang 

di mana perbedaan antara sektor 

publik dan swasta menjadi tidak jelas 

(Ewalt, 2001, 8). Oleh karena itu, 

partisipasi yang dicapai melalui 
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pembentukan jaringan antara 

pemerintah dan masyarakat 

merupakan komponen yang sangat 

penting untuk kelangsungan 

legitimasi politik (Stoker, 2004: 10). 

3. Kebijakan Publik  

Menurut Thoma Dye (2011, 1), 

kebijakan publik mendefinisikan 

semua tindakan pemerintah, motivasi 

mereka, dan konsekuensi dari hidup 

berdampingan. (public policy is 

“Whatever government to choose to 

do or not to do. Public policy is what 

government do, whey they do it, and 

what difference it make”).  

4. Perencanaan Pembangunan 

Perencanaan pembangunan adalah 

proses jangka panjang untuk 

meningkatkan kapasitas suatu 

masyarakat, yang memerlukan 

persiapan yang cermat. Rencana ini 

harus dapat mencakup kapan, di 

mana, dan bagaimana pembangunan 

harus dilakukan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan sosial 

yang berkelanjutan (Ustanir & Abadi, 

2017; Yimaz Bakir dkk., 2018).  

5. Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan 

Tujuan Musrenbang perencanaan 

pembangunan adalah untuk mencapai 

visi dan misi daerah, integrasi, 

sinkronisasi, dan sinergitas 

pembangunan baik antar daerah, 

ruang, waktu, dan fungsi 

pemerintahan, serta antara 

perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pengendalian, dan 

pengawasan.  

6. Demokrasi Deliberatif 

Jürgen Habermas berpendapat bahwa 

istilah "DELIBERATION" berasal 

dari kata Latin deliberatio, yang 

berarti "nasihat", "pertimbangan", 

atau "nasihat" (Sari 2013). 

"Demokrasi deliberatif artinya 
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sumber legitimasi bukanlah 

keseluruhan ekspresi kehendak 

individu atau hukum, melainkan 

proses pengambilan keputusan politik 

yang selalu terbuka untuk 

musyawarah dan perdebatan 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. . Data diperoleh 

dari wawancara, observasi, 

dokumentasi dan studi kepustakaan. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan 

pengamatan musrenbang di Kota 

Semarang. Subjek penelitian dengan 

menggunakan teknik purposive  

A. Demokrasi Deliberatif dalam 

Evaluasi Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) Infrastruktur 

Jalan di Kota Semarang 

1. Prinsip Deliberasi Dalam 

Musrenbang Infrastruktur Jalan di 

Kota Semarang 

Prinsip deliberasi adalah suatu 

prinsip yang berkaitan pertimbangan 

yang dilakukan oleh semua pihak 

sebelum pengambilan keputusan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi, prinsip deliberasi  dalam 

musrenbang dapat disimpulkan 

bahwa penyampaian usulan dibatasi 

namun tidak ada batasan usulan. 

Untuk setiap peserta diberikan waktu 

beberapa menit. BAPPEDA Jawa 

Tengah selaku penyelenggara 

kegiatan musrenbang di tingkat 

provinsi menyediakan link usulan. 

Peserta diberikan buku panduan tema 

pembangunan dan program prioritas 

pembangunan. Pemerintah membagi 

anggaran ke dalam beberapa plot. 

Narasumber dan fasilitator di tunjuk 

dari Bappeda, namun untuk peserta 
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ditunjuk dari perwakilan masyarakat, 

komunitas, ormas, LSM. 

2. Prinsip Reasonableness Dalam 

Musrenbang Infrastruktur 

Jalan di Kota Semarang 

Prinsip Reasonableness 

merupakan prinsip yang terkait 

dengan pertimbangan bersama dan 

kesediaan untuk memahami pihak 

lain. Berdasarkan pemaparan hasil 

wawancara dan observasi tentang 

prinsip reasonableness dapat 

disimpulkan bahwa Untuk hasil 

musrenbang dishare dalam bentuk 

Rancangan awal RKPD dan RKPD, 

tetapi untuk rinciannya tidak di share. 

Anggaran sudah ada patron-patronya, 

Forum musrenbang dimulai dari 

tingkat Rt Rt (rembug warga) 

berjenjang sampai tingkat atas yaitu 

Musrenbang Kota. Hasil 

Tantangannya keterbatasan anggaran 

menyebabkan tidak semua usulan dan 

sistem kemendagri mewajibkan 

mengikuti pusat sinyal lemot dan 

transparansi belum bisa dilakukan 

sepenuhnya karena sistem. 

3. Prinsip Kebebasan Dalam 

Musrenbang Infrastruktur 

Jalan di Kota Semarang 

Prinsip kebebasan adalah peluang dan 

kebebasan yang sama dalam 

menyampaikan gagasan dan 

pendapat. 

Berdasarkan wawancara dan hasil 

observasi tentang prinsip kebebasan 

dalam musrenbang dapat disimpulkan 

bahwa musrenbang sudah diberikan 

apa saja yang kan menjadi prioritas 

pembangunan. Penunjukan peserta 

kolektif melalui wakil masyarakat 

dan narasumber melalui Bappeda 

Kota Semarang. Ada media live 

streaming dalam setiap musrenbang 

Kota, namun untuk musrenbang 

kecamatan hanya kecamatan tertentu. 
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Usulan paling banyak di sektor non 

fisik yaitu jalan. masyarakat dapat 

mengusulkan secara personal melalui 

e-rembugan 

B. Faktor Dalam Musrenbang 

Infrastruktur Jalan di Kota 

Semarang 

1. Faktor Pendorong 

Musrenbang Infrastruktur 

Jalan di Kota Semarang 

A. Kesempatan 

Berdasarkan hasil observasi dan 

pengamatan, kesempatan dalam 

musrenbang infrastruktur jalan 

di Kota Semarang dapat 

disimpulkan wilayah-wilayah 

di kelurahan yang menjadi 

prioritas pembangunan di tahun 

berjalan dan yang akan datang 

itu usulkan kemudian masuk 

APBD. evaluasi sangatlah 

diperlukan guna menunjang 

keberhasilan program yang 

telah disepakati. tingkat 

kepuasan macam-macam. 

Dalam pelaksanaan kadang 

kontraktor kadang dapat yang 

bagus puas. hasil musrenbang 

di share melalui media resmi 

pemerintah. Harapannya usulan 

masyarakat bisa 

diimplementasikan berdasarkan 

pemetaan prioritas. 

B. Kemauan 

Berdasarkan wawancara maka 

dapat disimpulkan kemauan 

masyarakat tentang 

musrenbang ya semakin baik 

dengan adanya pembagian 

anggaran ke kecamatan. Peserta 

musrenbang antusiasme ya 

formatif saja, Aspirasi sudah 

ditampung ya sudah selesai. 

Sounding di media sosial resmi 

pemerintah berhasil memicu 

penambahan peserta dan 
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adanya anggaran untuk usulan 

musrenbang di tingkat 

kecamatan. 

C. Kemampuan 

Berdasarkan wawancara dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan 

musrenbang di tingkat kelurahan 

dan kecamatan itu LPMK, di kota 

Bappeda Bidang P2MP. 

Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara, kemampuan 

musrenbang infrastruktur jalan di 

Kota Semarang dapat 

disimpulkan pengelolaan 

musrenbang di tingkat kelurahan 

dan kecamatan itu LPMK, di kota 

Bappeda Bidang P2MP. Tingkat 

realisasi anggaran 100% 

2. Faktor Penghambat 

Musrenbang Infrastruktur 

Jalan di Kota   Semarang 

A. Demografi 

Berdasarkan wawancara, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

demografi peserta dalam musrenbang 

infrastruktur jalan dapat disimpulkan 

bahwa narasumber yang diundang 

memperhatikan kompetensi. Peserta 

dipilih secara terbuka semua kalangan 

bisa mengikuti. Untuk narasumber 

diperhatikan namun peserta tidak. 

B. Ekonomi 

Faktor ekonomi dalam 

musrenbang infrastruktur jalan di 

Kota Semarang dapat simpulkan 

bahwa narasumber yang diundang 

memperhatikan kompetensi dan 

peserta musrenbang beragam bidang 

pekerjaan. 

 

KESIMPULAN 

1. Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) 

Infrastruktur Jalan di Kota 



 

14 

semarang berjalan sudah cukup 

baik namun keberjalanannya 

belum efektif 

a. Dilihat dari tingkat antusiasme 

peserta yang semakin tinggi 

karena sistem pembagian 

anggaran per kelurahan. 

Keterwakilan masyarakat juga 

tercermin. Adanya media live 

streaming sebagai bentuk 

transparansi masyarakat. 

Musrenbang dilaksanakan 

berdasarkan pedoman pada 

Peraturan Walikota Nomor 5 

tahun 2024 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Rembug warga 

dan Musrenbang Kelurahan dan 

Kecamatan. Kelebihan proses 

musrenbang infrastruktur jalan 

di Kota Semarang 

b.  Prinsip perencanaan 

partisipatif dapat diterapkan 

dengan baik dalam musrenbang 

sebagai berikut: 

a Peserta bisa berpendapat secara 

terbuka 

b Usulan musrenbang 

direalisasikan secara bertahap 

berdasarkan list prioritas 

usulan dan kewenangan dinas 

c Dinas mensebariskan usulan 

dengan daftar prioritas 

pembangunan 

d Usulan dilihat dari 

kepentingan, kondisi 

lingkungan dan urgensi 

masalah 

e Terdapat live streaming, media 

sosial resmi pemerintah, buku 

pedoman, link e-rembugan 

Jawa Tengah 

c.  Kekurangan proses 

musrenbang infrastruktur jalan 

di Kota Semarang 
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a Narasumber disesuaikan 

dengan tema pembangunan dan 

dipilih langsung oleh Bappeda 

b Belum banyak masyarakat yang 

mengetahui ketersediaan link 

untuk menghimpun usulan dan 

penggunaan e-pokir belum 

maksimal 

c Sistem SIPD Kemendagri 

menghambat transparansi data 

kepada masyarakat 

2. Hal Yang Menjadi Faktor 

Pendukung Musyawarah 

Perencanaan pembangunan 

(Musrenbang) Infrastruktur 

Jalan di Kota Semarang 

1. Terdapat pengelolaan 

musrenbang di tingkat 

kelurahan dan 

kecamatan itu LPMK, di 

kota Bappeda Bidang 

P2MP.  

2. Kemauan masyarakat 

tentang musrenbang ya 

semakin baik dengan 

adanya pembagian 

anggaran ke kecamatan.  

3. Sounding di media 

sosial resmi pemerintah 

berhasil memicu 

penambahan peserta 

dan adanya anggaran 

untuk usulan 

musrenbang di tingkat 

kecamatan.  

3. Hal Yang Menjadi Faktor 

Penghambat Musyawarah 

Perencanaan pembangunan 

(Musrenbang) Infrastruktur 

Jalan di Kota Semarang 

1. Peserta diberikan informasi 

tetapi masyarakatnya 

cenderung kurang peduli dalam 

mengawasi usulan.  
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2. Peserta dari perwakilan 

masyarakat banyak yang 

mengusulkan terbatas sesuai 

dengan kewenangan 

organisasinya.  

3. Masih terdapat keberpihakan 

keputusan LPMK 

4. Implementasi realisasi 

anggaran kualitasnya 

tergantung pengerjaan vendor 

5. Anggaran terbatas 

6. Kemunduran pelaksanaan 

musrenbang karena beberapa 

faktor. 

7. Evaluasi sangat diperlukan 

guna menunjang keberhasilan 

program yang telah disepakati.  

8. Tingkat kepuasan macam-

macam tergantung pada  kinerja 

vendor yang menangani 

 

 

SARAN 

1. Dalam rangka meningkatkan 

kualitas musyawarah 

perencanaan pembangunan 

(Musrenbang) infrastruktur jalan 

di Kota Semarang disarankan 

untuk: 

1. Melakukan sosialisasi 

langsung kepada masyarakat 

tentang musrenbang, 

penggunaan link e-

rembugan 

2. Transparansi data secara 

terbatas bisa diberikan 

kepada masyarakat melalui 

laman resmi Pemerintah 

Kota Semarang 

3. Melakukan evaluasi berkala 

dalam setiap kegiatan 

musrenbang dimanapun 

tingkatan 
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2. Dalam rangka mengatasi 

hambatan-hambatan partisipasi 

masyarakat dalam  

1. Pembangunan infrastruktur 

dilakukan bertahap 

berdasarkan urgensi dan 

sesuai dengan tingkat 

kewenangan 

2. Memilih dan memonitoring 

vendor untuk merealisasikan 

usulan 

3. Pemerintah Kota Semarang 

melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat tentang 

pentingnya mengawal 

realisasi usulan musrenbang. 

 

3.Riset Lanjutan 

Bappeda Kota Semarang sebelum 

adanya sistem SIPD yang harus 

mengikuti pemerintah, 

masyarakat bisa melihat 

transparansi data melalui website 

resmi Bappeda. Namun ketika 

terdapat peraturan baru dari 

Kemendagri yang mewajibkan 

semua daerah di Indonesia 

mengikuti sistem SIPD 

pemerintah pusat sehingga 

transparansi data hanya bisa 

dilihat kalangan tertentu saja. 
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